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ABSTRAK

Penggunaan uang dalam kehidupan masyarakat menjadi kebutuhan pokok
paling utama dalam mencukupi kebutuhan. Namun, dalam perjalanannya,
penggunaan uang tunai ini memiliki resiko yang tinggi, misal pencurian,
perampokan dan pemasuan. Kartu kredit merupakan sgenis kartu sebagai
pengganti fisik dari uang. Berbagai macam modus kejahatan kartu kredit bisa sgja
terjadi seiring di tengah-tengah masyarakat dan dengan perkembangan teknol ogi
yang canggih modus-modus kejahatan kartu kredit ini bisa bertambah jenisnya.

Adapaun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah
bagamana penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit khususnya di
Y ogyakarta?, dan apa kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penegakan
hukum kegahatan kartu kredit?. Metode penelitian yang digunakan adalah
perpaduan antara normatif dan empiris yakni merupakan penelitian yang mengacu
pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbaga literatur
(library researc) dan didukung kelengkapan data yang diambil langsung dari
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berupa hasil wawancara (field researc).
Anaisis dilakukan dengan metode deskritif analitis terhadap data pustaka dan
lapangan.

Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa proses penegakan hukum
yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Y ogyakarta tentang kejahatan kartu
kredit maka dapat dissmpulkan sebagai berikut: Pertama, dalam penegakan di
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyelidikan dan penyidikan
sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaks Elektronik (ITE) dan
KUHAP.Daam kaitannya dengan kasus yang penyusun susun dimulai dengan
penyelidikan untuk mendapatkan kepastian tentang tindak pidana yang dilaporkan yang
dilakukan dengan cara olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diikuti dengan
penangkapan dan penyitaan. Proses penyidikan dilakukan dengan tahapan observas,
pembuntutan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, pemeriksaan terhadap
pelaku dan meminta bantuan terhadap ahli IT. Penyelidik dan penyidik
mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di daerah
hukum masing-masing sesuai ketentuan undang-undang.Kedua, kendala yang di
hadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan
hukum kejahatan kartu kredit terdapat 3 (tiga) kendala yakni persepsi para
penegak hukum mengenai kartu kredit, kerjasama dengan penegak hukum belum
melembaga dan Sarana atau fasilitas yang belum memadai.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunadaiidsia semakin
meningkat mencakup segala aspek kehidupan. Dalamkembangan
masyarakat dengan segala permasalahannya, adaasebaggota masyarakat
yang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidugagasebaliknya ada
sebagian masyarakat lainnya yang justru mengalasulitan dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Dampaknya timbullah kecendemnglilakukannya
kejahatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidung tentunya akan sangat
mengganggu dan meresahkan masyarakat, sepertkikableh Bonger bahwa
“kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti Isogeéng oleh Negara

ditentang dengan saddr”

Internet telah menciptakan dunia baru yang diselemigancyber space
yaitu dunia komunikasi yang berbasis komputer yamgnawarkan realitas
yang baru yang berbentuk virtual (tidak langsung tidak nyatay. Walaupun
demikian, dikatakan virtual, internet membuat glalbmia, menjadikan dunia
semakin menyatu. Kita dapat merasakannya, seotdhtmrada pada tempat
tersebut dan melakukan hal-hal yang nyata sepertiamsaksi dan berdiskusi.

Secara etimologis,istilah cyber spacesebagai suatu kata merupakan suatu

! Bonger, W.APengantar Tentang KriminologT,erjemahan A. Koesnoen, ( Ghalia
Indonesia, 1997), him.23.
*http://www.ubb.ac.id/ , Artikelyber Spaceliakses tanggal 03 February 2013.




istilah baru yang hanya dapat ditemukan di dalamusamutakhir. Cambridge
Advanced Learner's Dictionary memberikan deficidberspacesebagai‘the
Internet considered as an imaginary area withoutits where you can meet
people and discover information about any subjeatau Internet dianggap
sebagai wilayah imajiner tanpa batas di mana Aragmtdbertemu orang-orang dan
menemukan informasi tentang subjek apabime American Heritage Dictionary
of English Language Fourth Editiomendefinisikancyberspacesebagai the
electronic medium of computer networks, in whiclinencommunication takes
placé atau Media elektronikjaringan komputer, di manakomunikas
oanebeHangsuné

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukd@h yang
semakin menyatu dengan ekonomi regional internakiopang dapat
menunjang sekaligus mendatangkan dampak negatipaisitif. Sementara itu,
perkembangan perekonomian nasional senantiasa rakrgeepat dengan
tantangan yang semakin kompleks, oleh karena itperldkan berbagai
penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termaskitosperbankan sehingga

diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkog@kpnomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis agab lembaga
intermediasi dan penunjang sistem pembayaran miaopaktor yang sangat
menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. @&farb dengan itu,
diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankaional yang bukan

hanya mencakup upaya perbaikan bank secara indivitelainkan juga

*http://dictionary.cambridge.org, diakses tanggaF@bruary 2013
“http://www.bartleby.com, diakses tanggal 10 Fehir2@t3




perbaikan sistem perbankan secara menyeluruh. Upen@aikan Perbankan
nasional menjadi tanggung jawab bersama antara riteate bank-bank itu

sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adamgmung jawab bersama
tersebut dapat membantu memelihara tingkat keseH¢abankan nasional,

sehingga dapat berperan secara maksimal dalamgperakan nasional.

Kejahatan dunia maya mengacu kepada aktivitas &gah dengan
komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sesatau tempat terjadinya
kejahatan.Termasuk ke dalam kejahatan dunia magaaalain adalah penipuan
lelang secara@nling pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuantiths
dan pornografi anak.Walaupun, kejahatan dunia maya ateyber crime
umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengaxpuer atau jaringan
komputer sebagai unsur utamanya. Istilah ini juggaurthkan untuk kegiatan
kejahatan tradisional di mana komputer atau janriganputer digunakan untuk
mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terf@dntoh kejahatan
dunia maya di mana komputer sebagai alat adspgimmingdan kejahatan
terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Cok&ahatan dunia maya di
mana komputer sebagai sasarannya adalah aksek (ihegagelabui kontrol
akses). Contoh kejahatan dunia maya di mana kompetgagai tempatnya
adalah penipuan identitas. Sedangkan contoh kejahtradisional dengan
komputer sebagai alatnya adalah pornografi anakuttonline

Kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran,ualeh karena itu bank

dikenal sebagai tempat menukar uang atau sebagaitemepat menukar uang.

*http://wikipedia.org/cybercrime, diakses tanggaFEbruary 2013




Dalam sejarah para pedagang dari berbagai keraja@akukan transaksi
dengan menukarkan uang, dimana penukaran uangikilakantar mata uang
kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan gang<kegiatan penukaran

uang ini sekarang dikenal dengan pedagang valirtg gsoney chang@r

Dewasa ini untuk melakukan transaksi dapat digumdd&bagai sarana
pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisisaaipai dengan yang paling
modern. Penggunaan uang sebagai alat untuk melakpg@mbayaran sudah
dikenal luas dan penggunaan uang sebagai pembagadah merupakan
kebutuhan pokok hampir disetiap kegiatan masyaraketmun dalam
perjalanannya, penggunaan uang mengalami berbagahdian tertentu. Jika
penggunaan dalam jumlah besar hambatannya adaéo membawa uang

tunai sangat besér.

Resiko yang timbul dan harus dihadapi adalah sepesiko kehilangan,
pemalsuan atau terkena perampokan. Akibatnya legipenggunaan uang
tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang pgragmnya. ‘Kartu Plastik’
atau yang lebih dikenal dengan nama ‘Kartu Kred@®redit Card atau ‘uang

plastik’ yang mampu menggantikan fungsi uang salagapembayaran.

Kartu kredit merupakan sejenis kartu sebagai pemgdiaik dari uang.
Sebagai alat tukar dalam berbagai kebutlh& samping itu kartu kredit
digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga kegunya menjadi multi

fungsi. Resiko seperti di atas sedikit banyak dapaliminir dengan

®Info Bank,Edisi No. 144 Tahun 1989, him. 62
"Ibid



penggunaan kartu kredit ini. Penggunaannya dirasktah aman dan praktis
untuk segala keperluan, seperti untuk bepergiaalagpkartu kredit dewasa ini

sudah dapat digunakan untuk segala kegiatan setanaasional.

Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan obetnkatau lembaga
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk dgggagunakan sebagai
alat pembayaran di berbagai tempat seperti supkemagrasar, hotel, restauran,
tempat hiburan, dan tempat-tempat yang lain. Dipgarg itu, dengan kartu ini
juga dapat diuangkan di berbagai tempatseperti TV AAutomated Teller
Maching. ATM yang dewasa ini dikenal dengan istilah Argan Tunai
Mandiri biasanya tersebar di berbagai tempat ydrajegis seperti di pusat

perbelanjaan, hiburan, dan perkantdtan.

Penggunaan kartu kredit di Indonesia dapat dikatakasih relatif baru,
namun sudah sangat luas digunakan sebagai instryraetbayaran sejak
memasuki dekade 1980-an. Deregulasi adalah kehijge@merintah yang
mengurangi berbagai faktor yang melindungi indusétibankan dari masalah
suatu perekonomin. Dimana bisnis kartu kredit ingotbngkan sebagai
kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Kepuldeateri Keuangan
No. 1251/KMK/031/1988 tanggal 20 Desember 1988 ggenaan kartu kredit

untuk pembayaran semakin banyak dikenal dan digamaleh orang.

® Info Bank....., Ibid.



Sebelum memaparkan berbagai bentuk kejahatan lkadit, sebagai awal
pembahasan dikemukakan terlebih dahulu beberaphdtan kartu kredit yang

terjadi di Indonesia.

Telah terjadi pembobolan kartu kredit empat wargagyang dilakukan
oleh warga Yogya. Pemeriksaan yang dilakukan ol@daPDaerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) dan diketahui bahwa para pelakumagialah mahasiswa.
Tindakan pembobolan tersebut menggunakan jasa waniarnet (warnet)
yang ada di Yogya. Mengenai nomor-nomor kartu kngdi diperoleh dari

teman-temannya yang juga sering melakukan pembeBola

Pada tahun 2010, pelaku penggelapan dan penipudm keedit yang
merupakan BIl senilai Rp 1,5 miliar, berhasil dibkkPolda Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY). Pelaku (nama dirahasiakan) sek@anmendekam di Lapas

Wirogunan Yogyakarta.

Modus operasi penipuan pelaku tersebut bermulausata pelaku yakni
Mandala Resailer yang berlokasi di Jalan Adisucipgngadakan kerja sama

dengan BIl untuk pengadaan mesin gesek tunai (EDC).

Sekitar bulan Agustus-September 2009 terdapat akangnencurigakan
melalui costumer sebanyak 15-20 orang. Awalnya jgastumer melakukan
gesek tunai melalui mesin EDC, nilai nominal yarnigedek di bawah Rp
10.000 hingga terjadi 110 transaksi. Pada akhiarb®Il menagih ke bank-

bank penerbit kartu kredit seperti BCA, BNI terhadtagihan tersebut.

°Endah Lestari dan Johannes Aries, “Tinjauan Kefh&enggunaan Kartu Kredit di
Indonesia; Jurnal Hukum, Vol. XVIIl, No. 18, April 2010:1-16Im.5.



Permasalahn muncul karena karena bank penerbitkokala penolakan
terhadap tagihan dari Bll yang mencapai Rp 1,5amikarena tidak sesuai
dengan nilai gesekan yang dimiliki oleh pihak perteersebut. Bank penerbit
juga tidak mau membayar ke BII, kemudian Bll melkpa pemilik gesek

(Pelaku) kepada petugas.

Dalam setiap transaksi gesek tunai, akan pdat out kertas sales
draftnilai besaran gesek yang muncul namun terkait datesin gesek yang

terdapat dalam usahanya tersebut pelaku tidaknté$ampirkan bukitf?

Pada tanggal 7 Mei 2013 lalu, polisi berhasil mghkap Ai Chia dan
suami bernama Thiam Kim tersangka jaringan pemaksutu kredit
internasional pembobol bank data milik toko koskn@&ody Shop di rumah
orang tua tersangka di Medan Timur. Bekerjasamagaterjaringan lokal,
tersangka membuat tagihan kartu kredit pelanggatonjaé&. Cara yang
digunakan para peretas beraksi sebagai berRkettama, Peretas (dari luar
negeri) menebar virus ke komputer gerai Body SMams mencuri data kartu

kredit pelanggan. Kedua, data dijual di situs www.topdumps.pian

www.topdumps777.com. Ketiggaringan pembuat kartu kredit palsu di

Indonesia membeli data kartu melalui ruang olreiw.icg.com.Keempatiata
dimasukkan ke kartu kredit palsu. Semua kartu bergaagnetik, termasuk
kartu kamar hotel bisa dipalsukan. Sejak 20 Maa&i polisi sudah mulai

mengusut kasus pembobolan kartu kredit oleh janrngesangka. Polda Metro

Berkas Perkara, No.Pol,: BP/43/I\V/2010/Dit Reskrin)da Daerah Istimewa
Yogyakarta.



Jaya menerima laporan dari Asosiasi Kartu Kreditdofresia, yang
beranggotakan semua penerbit kartu kredit. Modugaya kredit yang hanya
dipakai di Indonesia banyak dipakai bertransaks&iugir Negeri. Dari kamar Ai
Chia, polisi menyita tiga laptop, seperangkatoder printer, mesin EDC, dan
45 kartu kredit. Keterangan tersangka Ai Chia mbuotiean beberapa nama

yang bekerjasama denganriya.

Pada tahun 2012, Bank Indonesia mencatat angkadtaja uang plastik
mencapai 22 ribu kasus, naik dibanding tahun sebgla yang sebanyak
19.700 kasus. Sedangkan pada 2010, kasusnya s&Bel?2. Pada tahun 2012
terdapat 11 jenis kejahatan, seperti memakai identiktif untuk kartu kredit,
mengubah identitas pemilik kartu atake overdan menggunakan kartu kredit

milik orang lain*?
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makgugpan merumuskan

pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatatu Waedit
khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi penegak hukum (Polda DBfam penegakan

hukum kejahatan kartu kredit?

“Majalah Tempo, edisi 3-9 Juni 2013, him.138.
Avww.tempo.co, diakses pada tanggal 10 Juni 2013



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui serta menganalisis penegakan hidejmhatan kartu
kredit.

b. Untuk menemukan dan mengetahui kendala yang dihatkp penegak
hukum dalam penegakan hukum kejahatan kartu kredit.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat yang teoritis, penyusun berharap karyss tilfhiah ini dapat
memberikan manfaat pemikiran dan landasan tebiis perkembangan
iimu hukum pada umumnya, dapat menemukan konsepekoserta
teori-teori yang berhubungan dengan penyalahgunieatu kredit
dibidang perbankan.

b. Manfaat praktis, menambah wawasan bagi penyusurpai@pembaca
pada umumnya, dan dapat memberikan sumbangan pamikiagi
pembangunan dan pembaruan hukum khususnya bagjglehekum di
dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan kagdit (Credit
Card).

3. Tedlaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadapliieaneyang telah ada
sebelumnya maka penyusun mengadakan penelusuraadaer penelitian-

penelitian yang telah ada sebelumnya diantarangialadebagai berikut :

Tesis karya lda Ayu Indah sukma angandari, PageasaiUniversitas

Udayana Denpasar, dengan judul “Kebijakan Pembahaiukum Pidana



dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunagn Kredit Credit
Card)"’®. Tesis tersebut mengkaji pentingnya pembaruan rhulpidana
(KUHP) terhadap tindak pidana penyalahgunaan kiarédit (Credit Card
serta kebijakan hukum pidana dalam tindak pidamgadehgunaan kartu kredit
dalam RKUHP. Hasil penelitian menunjukan bahwa teldanya undang-
undang khusus yang menangani tindak pidana kehé&tatu kredit.
Perbedaannya adalah penelitian tesis tersebut nambntang kebijakan
pembaharuan hukum pidana terhadap penyalahguna&n Kadit, dimana
tesis tersebut menitik beratkan kebijakan hukumardalmengantisipasi
terjadinya kejahatan kartu kredit tersebut. Persmmga adalah sama-sama

meneliti tentang kejahatan kartu kredit dan penalagmannya.

Skripsi Rosvelin Rominar Sormin, Fakultas Hukum \énsitas Sumatera
Utara Medan, dengan judul “ Kejahatan Yang Berkalleengan Kartu Kredit
Dan Upaya Penanggulangannya  (Studi  kasus  Putusan. NO
65/Pid.B/2005/PN.MEDAN)™* Skripsi tersebut mengkaji tentang ketentuan
hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan Kaddit, modus-modus
kejahatan kartu kredit dan upaya penanggulangan8kaipsi tersebut
melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medahaeap kasus kejahatan

kartu kerdit No.65/Pid.B/2005/PN.MEDAN dan mengasislterhadap putusan

“lda Ayu Indah Sukma Angandari,“Kebijakan Pembahaddakum Pidana dalam
Penggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartlit{€&redit Card);TesisPascasarjana
Universitas Udayana Denpasar, 2011.

“Rosvelin Rosminar Sormin, “Kejahatan Yang Berkalb@mgan Kartu Kredit Dan
Upaya Penanggulangannya (Studi kasus Putusan NO.
65/Pid.B/2005/PN.MEDAN)SkripiFakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medad7 20

10



tersebut. Perbedaannya adalah skripsi tersebuttikndmeratkan terhadap
permasalahan ketentuan hukum pidana yang berkdéagan kejahatan kartu
kredit, dan hanya melakukan penelitian terhadapuskak Pengadilan Negeri
setempat dan menganalisis putusan, dan beliau tigatkbahas penegakan
hukum terhadap kejahatan tersebut. Persamaannijahatana-sama meneliti

tentang kejahatan kartu kredit dan penanggulanganny

Skripsi Hatialum Rehulina Br Silalahi, Fakultas Huok Yayasan
Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan UniveiBgashangunan Nasional
‘Veteran’, Surabaya, Jawa Timur dengan judul * Asal Yuridis Kejahatan
Cyber CrimeDalam Pembobolan Mesin ATM®. Skripsi tersebut mengkaji
tentang akibat hukum terhadap pembobolan mesin ABkKk dalam hukum
pidana serta bagaimana perlindungan hukum terhatagabah korban
pembobolan ATM bank. Hasil penelitian tersebut dagiaimpulkan bahwa
pembobolan ATM bank yang dilakukan oleh pelaku taphukum dalam
hukuman pidana atau dalam KUHP serta dapat digemagian Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transdklaktronika.
Sedangkan bagi nasabah atau korban pembobolan Ankighak bank selaku
pelaku pemberi jasa dapat mengganti kerugian dasalbah korban
pembobolan ATM bank. Perbedaannya adalah bahwpsskersebut meneliti
tentang pembobolan mesin ATM dimana kajian utam@ skxipsi tersebut

membahas tentang akibat hukum terhadap pelaku&teajaltibidang tersebut

®*Hatialum Rehulina Br Silalahi, “Analisis Yuridis ghatan Cyber Crime Dalam
Pembobolan Mesin ATMSkripsi Fakultas Hukum Yayasan Kesejahteraan Pendidigan d
Perumahan Universitas Pembangunan Nasional ‘Vét&arabaya, Jawa Timur, 2012.
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dan perlindungan hukum bagi korban nasabah banisaf@annya adalah
sama-sama meneliti tentang dunia kejahatan dibidagger Crime dan

kejahatan dibidang Perbankan.

4. Kerangka Teori

Penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehpggegakannya
dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperkembangan politik,
ekonomi, sosial, budaya, iptek, pendidikan dan gabga. Penegakan hukum
harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negakanhisebagaimana tersirat
dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlakngkungan bangsa-
bangsa yang beradab (sepettie Basic Principles of Independence of
Judiciary)'®, agar penegak hukum dapat menghindarkan diri peaktik-

praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yanggsakompleks tersebui.
Ada beberapa teori penegakan hukum, antara laagséberikut'®

1. Teori Aliran Utilitis
Teori utilitas disebut juga dengan aliran kegunaakni aliran yang
menggariskan bahwa tujuan hukum yaitu untuk menigatepada
kegunaan, yakni kegunaan yang dapat dinikmati atebiap warga

masyarakat dalam kadar yang setinggi mungkin (Olelniemy Bentham).

®prinsip-prinsip Dasar Independensi Peradilan, Kesigtetujuh PBB tentang
Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap PataMitan 26 Agustus-6 September 1985
UN Doc. A/ICONF.121/22/Rev.1 at 59 (1985).

"MuladiHak Asasi Manusia, Politik dan Sistem PeradilanaPiad Cetakan Kedua.
(Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipone@fi02), him. 70.

¥AbdurrahmanpPerkembangan Pemikiran tentang Pembinaan HukurmoNaki
(Jakarta: Akademika Presindo, 1989), him. 27.
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2. Avristotelas dalam bukunya “rhetorica” mengatakajuan dari hukum
adalah keadilan.

3. Teori Etis
Yaitu teori yang mengajarkan bahwa isi suatu hulang berlaku bagi
suatu bangsa tertentu yaitu haruslah berdasarldamkgsadaran etis bangsa
yang bersangkutan, seyogyanya melaksanakan pamdpagdangan yang
benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik, menteoti ini tujuan hukum
adalah untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum.

4. Teori penegakan hukum John Graham
Bahwa penegakan hukum dilapangan oleh polisi mé&arpebijakan
penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.

5. Menurut Hamis MC. Rae
Hamis mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukangade
pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukikukditaoleh orang
yang betul-betul ahli bidangnya dan dalam penegdké&um mempunyai
pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yaaggéninya.

6. Menurut Jimly Asshiddigi€
Jimly mengatakan bahwa definisi penegakan hukuragiimenjadi dua,
yakni subjek dan objek. Ditinjau dari sudut subglam arti luas, proses
penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukahand setiap

hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyjakpenegakan hukum

¥ Jimly Asshiddigie Penegakan Hukurdurnal Hukum, diakses melalui
www.Google.com, 05 Maret 2013.
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hanya diartikan sebagai aparatur penegak hukumntaruntuk menjamin
dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjab@gaemana mestinya.
Pengertian penegakan hukum ditinjau dari segi olgalam arti luas,
penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai kieedyang terkandung
di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nikaiadilan yang hidup
dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan rhukiw hanya

menyangkut penegakan hukum peraturan yang fornmaesteulis saja.

Remington dan Ohlin mengemukakan baloneinal justice sytenadalah
pendekatan sistem terhadap mekanisme administesidifan pidana, dan
peradilan pidana sebagai suatu sistem yang memph&ail dari interaksi
antara peraturan perundang-undangan, praktik asimdsi dan sikap atau
tingkah laku sosial. Mardjono memberikan batasargpdian sistem peradilan
pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat una&naggulangi masalah
kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagangendalikan kejahatan

agar berada dalam batas-batas toleransi masyfakat.

Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yagnditan, ada yang

menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekdtatomi.
Di dalam pendekatan dikotomi terdapat dua modeitdianya:

1. Crime control model pemberantasan kejahatan merupakan fungsi
terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proggadian pidana. Titik

tekan dari model ini yaitu efktifitas, kecepatam depastian. Pembuktian

“Trisno RaharjoMediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidaf¥ogyakarta:Mata
Padi Pressindo,2011),him.3

14



kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam prose®riksaan oleh

petugas kepolisian.

2. Due process modemodel ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta

dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedumdb yang sudah
ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu pendag tidak boleh
diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yastgt kmulai dari
penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilda adanya suatu
reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapatagpkan seorang
tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan t dapamperoleh

kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakayaupenegakan
hukum?! Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikamgan nilai-
nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yamgntap dan sikap tindak
sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk meakgrtn memelihara, dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hfdup.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukak&oerjono
Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum diteartuoleh 5 (lima) faktor.
Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undangdduq; faktor penegak
hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun mai@n hukum.
Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang menduky@mpegakan hukum.

Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di enaokum tersebut berlaku

“!bid, him. 104
*’Soerjono Soekantdaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukimhkarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2008), him. 2.
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atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yalatiagai hasil karya, cipta,

dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di gelaaulan hiduf®

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur vyaituadtem hukum
(rechtssicherhejt kemanfaatan  z(veckmassigk@jt dan keadilan

(gerechttigkeit®*

Unsur pertamaadalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan
kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus beatak diterapkan dalam
peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwhageorang dapat menuntut
agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itui pigs¢nuhi, dan bahwa
setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenaganksi menurut
hukum?®Unsur kedua adalah manfaat. Hukum adalah manusia, maka
pelaksanaan hukum atau penegakan harus membeaabhatdu kegunaan bagi
masyarakatnsur ketigaadalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan

bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukumilakeditierhatikan.

Demikian pula dalam halnya perlindungan hukum dateansaksi kartu

kredit, harus memperhatikan ketiga unsur tersebut.

Cyber crimetermasuk tindakan kejahatan internasional yandn telanjadi
pembahasan internasional di berbagai forum. Mendtunad M. Ramli,

sebagaimana dikutip oleh Ach. Tahir, instrumen mukiaternasional publik

*bid., him. 8.

4Sudikno Mertokusumdylengenal hukum Suatu Pengant@foggyakarta: Liberty,
1999), hal. 145

*Franz Magnis Susen&tika Politik, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama,
1994), him.79.
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yang mengatur masalah kejahatan siber yang saatdnjadi perhatian lebih
adalah konvensi tentang kejahatan sii@onvention on Cyber Crime2001

yang digagas oleh Uni Erop&.

Convention on Cyber Crimeelah diselenggarakan pada tanggal 23
November 2001 di kota Budapest, Hongaria. Konvamsielah menyepakati
bahwaConvention on Cybercrimdimasukkan dalanturopean Treaty Series
dengan nomor 185. Konvensi ini akan berlaku seetaktif setelah diratifikasi
oleh minimal lima Negara, termasuk paling tidakfikatsi yang dilakukan oleh
tiga Negara anggot&ouncil of Europe Substansi konvensi mencakup area
yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan cainyeng bertujuan untuk
melindungi masyarakat daciybercrime,baik melalui undang-undang maupun

kerja sama internasionZl.

Adapun yang menjadi pijakan pertimbangan dari perud@&n konvensi
ini sebagaimana dikutip oleh Ach. Tahir dari AhnMdRamli, dkk antara lain
sebagai berikut®Pertama, masyarakat internasional menyadari perlunya
kerjasama antarnegara dan industri di dalam memekajahatan siber dan
adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yaad di dalam
penggunaan dan pengembangan teknologi inforrk&siug konvensi saat ini
diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistemggr dan data komputer

untuk melakukan perbuatan kriminal serta perlungpakstian dalam proses

%Ach. Tahir,Cyber Crime, Akar Masalah, Solusi, dan Penangguanya,
(Yogyakarta: Penerbit Sunan Kalijaga Press, 20116),36.

?’Ach. Tahir,Cyber Crime...him. 36.

*Hpid.,him. 37.
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penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada tihgikéernasional dan
domestik melalui suatu mekanisme kerjasama intemals yang dapat
dipercaya dan cepaKetiga saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan
untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelakspeaggakan hukum dan
hak asasi manusia sejalan dengan Kovenan Dewara Emapk perlindungan
Hak Asasi Manusia dan Kovenan Perserikatan Bangsaidh 1966 tentang
Hak Sipil dan Politik yang memberikan perlindundabebasan berpendapat
seperti hak berekpresi, yang mencakup kebebasark am¢ncari, menerima,

dan menyalurkan informasi dan pendapat.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronédaid ketentuan yang
berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbubtdeum sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang beradawilayah hukum
Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesingy memiliki akibat
hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di ludayah hukum Indonesia

dan merugikan kepentingan Indonesia.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi danshisi Elektronik
(UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu @#agn mengenai
informasi dan transaksi elektronik dan pengaturangenai perbuatan yang
dilarang. Beberapa materi perbuatan yang dilaragbefcrime¥ yang diatur
dalam UU ITE, antara lain: 1. konten ilegal, yargdiri dari, antara lain:
kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran naika frengancaman dan
pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE); 2. akses ilegal (Pasal

30); 3. intersepsi ilegal (Pasal 31); 4. gangguan terhadap data (data interference,
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Pasal 32 UU ITE); 5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33
UU ITE); 6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU

ITE).?®

5. Metode Pendlitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode aidrndengan
pendekatan empiris. Penggunaan metode normatidkdindkan agar dapat
diperoleh data yang akurat mengenai penegakan hikyahatan kartu kredit.
Baik melalui penelitian kepustakaaftibfary research maupun penelitian

lapanganfield research
2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dipergunakan adalah berupapdater dan data
sekunder. Data primer akan diperoleh dari lapampgerelitian yaitu dari aparat
hukum kepolisian maupun melalui peneliti sendimgyanelakukarparticipant
observationsebagai data informan dan data responden melalakyData
sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaany&ag berkaitan dengan
Hukum Pidana dan Penegakan Hukum, Kitab Undang-tumétukum Pidana
(KUHP), Undang-Undang Informasi dan Teknologi Etekik (ITE),
dokumen-dokumen, statistik, termasuk yang berisa d@mperatif mengenai

penegakan hukum kejahatan kartu kredit.

#d.wikipedia.org. diakses pada tanggal 27 Mei 2013.
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. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua (2) cana yait

. Penelitian kepustakaanlibfary research). Pencarian data sekunder
dilakukan dari berbagai tulisan yang telah ada,gdenbersumber pada
kepustakaan dan arsip. Pencarian data sekunder daledokan dua (2)
cara, yaitu:

a) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan terseeuph peraturan
perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buktikedrdan berita-
berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopsatickamus.

b) Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-lapgaag biasanya
tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada temppayimpanan arsip.

. Penelitian lapanganfi¢ld research Pencarian data lapangan dilakukan

dengan cara mewawancarai pihak polisi sebagai umatzEr yang

menangani kasus kejahatan ini, dan Pelaku kejahatag terkait, guna
memperoleh data deskriptif yang bermanfaat, yangdiepada lingkungan
penelitian.

. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di POLDA Daerah Istimewa Yokgda bagian

Badan Dit Reskrimsus.
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5. Analisa Data

Penyusun menggunakan metode deskritif analitisatenh data pustaka

dan lapangan.

6. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah skripsi ini dapat tafadan sistematis maka
dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara aingpenyusun

menyampaikan sistematika sebagai berikut :

BAB |, berisi tentang uraian latar belakang masalaimusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustakaang&a teori, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB |II, berisi gambaran umum mengenai tinjauan umpanegakan
hukum pidana yang berisi masalah pengertian dgaihkéan, pemalsuan dan
penipuan, pembahasan kedua mengenai penegakan ipgkiaindan non penal,

dan terakhir mengenai penegakan hukum pidanaridirse

BAB Ill, berisi gambaran umum mengenai kartu kregiitu pihak-pihak
yang terkait dan syarat pemegang kartu kredit, kewan dan kerugian

penggunaan kartu kredit dan modus kejahatan kagtlitpada umumnya.

BAB |V, berisi tentang analisis penelitian mengepanegakan hukum

terhadap kejahatan kartu kredit di wilayah hukungyakarta.
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BAB V, berisi simpulan dan saran yang ada hubungamniengan masalah

peneliti.

22



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan kartu krediDakrah Istimewa
Yogyakarta.
Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihpélisean yakni dengan
melakukan penyelidikan dan penyidikan. penyelidigdalah penentuan suatu
perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atlk. Ketika suatu
perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindingi maka baru dapat

dilakukan proses penyidikan.

Penyidikan terhadap tindak pidana dalam Undang-bgdaformasi dan
Transaksi Elektronik, dilakukan berdasarkan ketmmtdalam Hukum Acara

Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.

2. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalanih&&ga kartu kredit.
Dalam penanggulangan penyalahgunaan kartu kreddapgaet beberapa
kendala sebagai berikut :

1) Persepsi para penegak hukum mengenai kartu kyedtinj hanya melihat
dari sudut jumlah kerugian yang diderita oleh Pe@engelola
kemudian membandingkannya dengan jumlah aset yamdikd oleh

Penerbit/Pengelola.
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2) Penyidik kesulitan menangkap pelaku pemalsu kamtdli karena dalam aksi
kejahatannya Pelaku menggunakan data diri palsu.

3) Sulit mendapatkan data yang menyangkut rahasia, lankna bank memliki
kewajiban untuk tidak membuka rahasia dari nasaj@alkepada pihak
manapun, terdapat dalam Pasal 1 angka 16 UndangrdriRerbankan.

4) Sarana atau fasilitas yang belum memadaidi Pold¥, Burangnya
pengetahuan penyidik tentang Informasi Teknolog),(ldan keuangan
yang cukup.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah penyusun uraibelusnnya, maka
menyikapi permasalahan ini penyusun memberikan rbpbe saran dalam

mengatasi masalah tersebut, yakni:

1. Mengingat ketentuan hukum pidana sangat pentingdalam mengatur
masalah kejahatan yang berkaitan dengan kartutkmedka dengan adanya
ketentuan hukum pidana yang mengatur masalah kejahartu kredit di
dalam KUHP, di luar KUHP, dan dalam UU ITE, dihdap para aparat
penegak hukum dapat menjadikan peraturan tersedhagai pedoman di
dalam menjerat dan memberikan sanksi hukum bag pataku kejahatan
kartu kredit.

2. Bagi para aparat penegak hukum lebih giat dan giafal dalam menangani
dan menangkap para pelaku kejahatan kartu kredid selalu mengikuti

perkembangan teknologi informasi yang dapat diganakebagai media
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kejahatan bagi para pelaku. Dengan demikian ditypgngetahuan yang luas
bagi para aparat penegak hukum dan juga kritis ragaalah kejahatan seperti
ini bisa teratasi dengan semestinya.

. Perlunya pengetahuan yang luas dan spesifik terkejadpatan kartu kredit,

dimana masih sedikit tinjauan pustaka yang mengalasang kejahatan kartu

kredit ini akan tetapi kasusnya sudah banyak terjad
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